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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SELAKU KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI
KERJA BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR SK.151/BPSDMP-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/ UNMOORING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUGNAN

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan kompetensi kerja
pada bidang Mooring/Unmooring, perlu disusun
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Tenaga Kerja Operator Mooring/ Unmooring;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 121 Tahun 2019 tentang Komite Standar
Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan, Komite Standar
Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan mempunyai tugas
membentuk Tim Verifikasi SKKNI Tenaga Kerja Operator
Mooring/ Unmooring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Selaku Ketua Komite Standar Kompetensi
Kerja Bidang Perhubungan tentang Pembentukan Tim

Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia Transportasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5310);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 258);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2018
tentang Rencana Induk Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 331);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata @ Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1756);



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2019
tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang

Perhubungan;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG TENAGA KERJA OPERATOR MOORING/ UNMOORING.

Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi
Kerja  Nasional Indonesia Tenaga Kerja  Operator
Mooring/ Unmooring yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

Keputusan Kepala Badan ini.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, bertugas:

a. Memverifikasi usulan Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tenaga Kerja
Operator Mooring/ Unmooring;

b. Menghadiri prakonvensi, konvensi, serta rapat-rapat
terkait lainnya; dan

c. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan melalui Kepala Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi berakhir pada
saat Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Tenaga Kerja Operator Mooring/Unmooring telah ditetapkan
Menteri Ketenagakerjaan dan diberlakukan oleh Menteri

Perhubungan.



KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi memenuhi prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance
dan good corporate governance), menghindari konflik
kepentingan (conflict of interest) serta dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal | c@p(erri:er 3830

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
] KOMITE STANDAR
BIDANG PERHUBUNGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Sl Al

Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut;

Direktur Kepelabuhanan;

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;

Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;
Kelompok Kerja Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;
Anggota Tim Verifikasi.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN SELAKU KETUA KOMITE
STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG
PERHUBUNGAN

NOMOR SK.151/BPSDMP-2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG TENAGA KERJA

OPERATOR MOORING/ UNMOORING.

TIM VERIFIKASI RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA BIDANG TENAGA KERJA TENAGA KERJA
OPERATOR MOORING/ UNMOORING

I.  PENGARAH

II. KETUA

IlI. SEKRETARIS

IV. ANGGOTA

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

2. Kepala BPSDM Perhubungan

3. Sekretaris BPSDM Perhubungan

4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Hubla
S. Direktur Kepelabuhanan

6. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Kepala Bagian Umum
Mauritz H.M Sibarani

1. Kepala Subdit Pemanduan dan
Penundaan Kapal

2. Kepala Subdit Angkutan Laut Khusus

dan Usaha Jasa Terkait

Kepala Bagian Umum

Kepala Bidang Pendidikan

Kasubbag TU, Kepegawaian, dan Keuangan

Kasubbid Standarisasi Pendidikan

Vice President PT. Pelindo II

Deputy Vice President PT. Pelindo II

Senior Vice President PT. Pelindo II

S s A

Ditjen Hubla

BPSDM Perhubungan
Set. BPSDMP
Pusbang SDM Hubla
Ditjen Hubla

Ditjen Hubla

Pusbang SDM Hubla

Praktisi/Tenaga Ahli

Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Lalu Lintas dan

Angkutan Laut
BPSDM Perhubungan
Pusbang SDM Hubla
Pusbang SDM Hubla
Pusbang SDM Hubla
PT. Pelindo II

PT. Pelindo II

PT. Pelindo II



11.Wahyono Bimarso

Himpunan Ahli Pelabuhan
Indonesia (HAPI)

12. Ajiph R. Anwar Himpunan Ahli Pelabuhan
Indonesia (HAPI)

13.Ketua DPP ALFI DPP ALFI

14.Sekjen DPP ALFI DPP ALFI

15. Budi Wiyono DPP ALFI

16. Dodi Rachmadi DPP ALFI

17. Ari Purboyo DPP ALFI

18. Lianawati Trisnawati ABUPI

19. Kamarul Hidayat Praktisi/Tenaga Ahli

20. Wahyu Widayat LSP STIP Jakarta

21. I Made Arya Sanjaya Set. BPSDMP

22. Marsudi Sarwo Widodo Set. BPSDMP

23. Ahmad Maulana Yusup Pusbang SDM Hubla

24. Angga Aprilliana Pusbang SDM Hubla

25. Riski Pusbang SDM Hubla

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN




